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MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 19 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBINAAN PRAJA SEKOLAH TINGGI

PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang
:
a.
bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 1996 tentang Pengangkatan, Kedudukan, Hak, Kewajiban, Kepangkatan dan Pemberhentian Praja STPDN, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1997 tentang Disiplin Praja STPDN, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1997 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Praja STPDN dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 37 A Tahun 2000 tentang Pemberhentian Praja STPDN tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

b.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentano Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.

Mengingat
:
1.
Undang‑undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok‑pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang‑undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2.
Undang‑undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Nomor 3390);

3.
Undang‑undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

7.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

8.
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);

9.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);

10.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan LAmbaran Negara Nomor 4193);

11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pembentukan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN );

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 28 Tahun 2001;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1996 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri;

15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
:

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBINAAN PRAJA SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri yang disingkat STPDN termasuk unit‑unit organisasi yang ada didalamnya merupakan lembaga pendidikan kedinasan Departemen Dalam Negeri;

2. Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri adalah Pimpinan STPDN yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri;

3. Ksatrian adalah kampus dilingkungan STPDN yang meliputi asrama, fasilitas pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya;

4. Calon Praja STPDN adalah calon peserta didik STPDN yang telah dinyatakan lulus seleksi oleh pejabat yang berwenang;

5. Praja STPDN selanjutnya disebut Praja adalah peserta didik STPDN yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri menjadi peserta didik untuk mengikuti program pendidikan di STPDN sampai dengan diwisuda;

6. Praja Ikatan Dinas adalah Praja yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

7. Praja Tugas Belajar adalah Praja yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;

8. Kewajiban Praja adalah segala sesuatu yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh Praja selama mengikuti pendidikan baik di dalam maupun di luar Ksatrian STPDN;

9. Hak Praja adalah segala sesuatu yang diterima dalam kedudukannya sebagai Praja sampai dengan diwisuda;

10. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak boleh di lakukan oleh Praja selama mengikuti pendidikan baik di dalam maupun di luar Ksatrian STPDN;

11. Disiplin Praja adalah ketentuan yang mengatur kewajiban, hak dan larangan bagi Praja;

12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Praja karena melanggar ketentuan Peraturan Perundangundangan;

13. Peraturan Kehidupan Praja disingkat PERDUPRA adalah Peraturan Tata Tertib Kehidupan Praja STPDN yang meliputi Kehidupan, didalam maupun di luar Ksatrian;
14. Pelanggaran Disiplin Praja adalah setiap ucapan, tulisan, dan perbuatan Praja yang melanggar Peraturan Kehidupan Praja (PERDUPRA);
15. Pemberhentian Praja adalah pemberhentian yang mengakibatkan peserta didik kehilangan kedudukannya sebagai Praja STPDN;

16. Pemberhentian Praja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan atau Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan kehilangan status Calon Pegawai Negeri Sipil dan atau Pegawai Negeri Sipil;

17. Tanda pangkat adalah tanda yang menunjukkan kepangkatan praja yang menduduki tingkat tertentu;

18. Kepangkatan Praja adalah pangkat yang diberikan kepada Praja selama mengikuti pendidikan di STPDN;

19. Senat STPDN adalah Badan Normatif dan Perwakilan Tertinggi di lingkungan STPDN;

20. Wahana Bina Praja adalah organisasi formal Praja STPDN;

BAB II

STATUS, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

(1) Calon Praja yang telah dikukuhkan sebagai Praja STPDN diangkat menjadi Calon Pegawai Negerl Sipil dengan status Praja Ikatan Dinas;

(2) Calon Praja yang telah dikukuhkan sebagai Praja STPDN dengan status Pegawai Negeri Sipil ditetapkan sebagai Praja Tugas Belajar;

(3) Praja STPDN dengan status calon Pegawai Negeri Sipil setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan sebagai Praja Tugas Belajar;

Pasal 3

Praja mempunyai kewajiban :

a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang‑undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;

b. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan STPDN;

c. Menghormati Pembina, Pendidik, Pelatih, Pengasuh dan tenaga penunjang lainnya;

d. Memelihara dan meningkatkan kekompakan, keutuhan persatuan dan kesatuan korps Praja;
e. Mengikuti program Pendidikan, Pelatihan, Pengasuhan dengan disiplin, tertib, cermat, jujur dan bersemangat;
f. Menggunakan, memelihara dan bertanggung jawab terhadap barang‑barang milik Negara yang ada di Ksatrian STPDN dengan sebaik‑baiknya;

g. Mentaati dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku balk didalam maupun diluar Ksatrian STPDN;

h. Menyelesaikan pendidikan dalam waktu 4 (empat) tahun atau paling lama dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak mulai diangkat menjadi Praja.

Pasal 4

Praja mempunyai hak :

a. Mendapat perlakuan dan pelayanan yang layak;

b. Mendapat fasilitas asrama dan makanan yang layak;

c. Mendapat fasilitas olahraga, ibadah dan fasilitas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pengajaran, pelatihan dan pengasuhan;

d. Mendapat fasilitas perawatan kesehatan;

e. Mendapatkan cuti dan rekreasi;

BAB III

KEPANGKATAN

Pasal 5

(1) Praja STPDN pada saat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberikan pangkat Pengatur Muda Golongan/Ruang II a;

(2) Praja pada semester I dan II disebut Muda Praja, III dan IV Madya Praja, V dan VI Nindya Praja, VII dan VIII Wasana Praja;

(3) Pemberian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua STPDN atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

(1) Kenaikan tingkat dan pangkat diberikan kepada Praja yang mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2.00;

(2) Kenaikan tingkat dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua STPDN;

(3) Muda Praja yang tidak naik tingkat dan pangkat diberhentikan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

Pengangkatan menjadi Praja ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Praja dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang‑undangan;

Pasai 9

(1) Praja diberhentikan dengan hormat karena mengajukan permohonan mengundurkan diri sebagai Praja;

(2) Praja diberhentikan dengan hormat bukan atas permintaan sendiri dari pendidikan karena :

a
Meninggal Dunia yang dinyatakan dengan Surat keterangan atau Akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang;

b. Tidak cakap jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. Lebih dari 1 (satu) kali tidak naik tingkat;

d. Tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu pa!ing lama 5 (lima) tahun;

(3)
Praja diberhentikan tidak dengan hormat dari pendidikan karena :

a. Melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan, kewibawaan dan martabat negara, Pemerintah dan STPDN;

b. Melakukan perbuatan yang sifatnya mengarah untuk kepentingan pribadi, organisasi, golongan atau kelompok tertentu yang bertentangan dengan hukum atau peraturan Perundang‑undangan;

c. Melaksanakan Perkawinan;

d. Memasuki tempat‑tempat yang dapat mencemarkan kehormatan, martabat dan nama baik STPDN, kecuali untuk kepentingan pendidikan dengan ijin pejabat yang berwenang;

e. Melakukan tindakan yang dapat menghambat pelaksanaan program pendidikan, melawan Pembina dan Pendidik;

f. Meninggalkan atau keluar dari kampus tanpa ijin pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari secara berturut‑turut;

g. Melakukan tindakan atau perbuatan sewenang‑wenang terhadap sesama Praja atau pihak lain;

h. Melakukan Pelanggaran berat yang diatur dalam Peraturan Kehidupan Praja.

Pasal 10

Menteri Dalam Negeri mendelegasikan wewenang pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai Praja kepada Ketua STPDN;

Pasal 11

Kegiatan Praja yang meliputi Kehidupan di dalam kampus maupun di luar kampus diatur dalam Peraturan Kehidupan Praja dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 12

Penyelesaian kepegawaian Praja STPDN yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

(1) Praja yang belum berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil apabila diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai Praja tidak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

(2) Praja yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil apabila diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai praja, dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

(3) Praja yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Departemen Dalam Negeri yang diberhentikan dengan hormat sebagai Praja atas permintaan sendiri apabila masih menduduki semester II sampai dengan semester VI dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

(4) Praja yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Departemen Dalam Negeri yang diberhentikan dengan hormat sebagai Praja atas permintaan sendiri apabila telah menduduki semester VII dan VIII dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat 1 (satu) tingkat selama satu tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil;

(5) Praja yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Departemen Dalam Negeri yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Praja, diberikan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

(6) Praja yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai Praja dikembalikan kepada Pemerintah Daerah asal pendaftaran Praja;

(7) Mekanisme penjatuhan hukuman disiplin sebagai Praja diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua STPDN

Pasal 14

(1) Praja yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 wajib mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Negara selama mengikuti pendidikan di STPDN;

(3) Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor melalui Kas Negara atau Rekening STPDN pada Bank yang ditunjuk selambat‑lambatnya 90 (sembilan puluh) hari dari sejak diterimanya keputusan tentang pemberhentian sebagai Praja;

(4) Bukti setor pengembalian biaya sebagaimana dímaksud ayat (2) disampaikan kepada Ketua STPDN dan tembusan Kepala Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 1996 tentang Pengangkatan, Kedudukan, Hak, Kewajiban, Kepangkatan dan Pemberhentian Praja STPDN, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1997 tentang Disiplin Praja STPDN, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1997 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Praja STPDN dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 37 A Tahun 2000 tentang Pemberhentian Praja STPDN dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Mei 2003

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO

